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PUTUSAN
Nomor 2513/Pdt.G/2017/PA.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat perdata dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di xoox Kabupaten Tegal,
selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang
Becak, dahulu bertempat tinggal di xoxx Kabupaten Tegal,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2017
telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 2513/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 05
September 2017 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada
tanggal 27 November 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta
Nikah Nomor : 1276/211/Xl/2010 tertanggal 29 November 2010);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup
bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kabupaten
Tegal selama kurang lebih 1 hari, kemudian pindah di rumah orang tua

Tergugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 2 tahun,
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telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’dadukhul), namun
belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April 2012 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak mampu
mencukupi kebutuhan nafkah untuk Penggugat;

4. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, pertengahan
bulan November 2012 Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah
orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, hingga saat ini
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun 9 bulan;

5. Bahwa selama 4 tahun 9 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberi
nafkah baik lahir maupun bathin, serta sudah tidak memperdulikan
kehidupan Penggugat lagi;

6. Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah Keponakan
Penggugat yang bernama Saribah di Desa »oxxx Kabupaten Tegal;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majlis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakillkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
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Tanggal 08 September 2017 dan 13 Oktober 2017 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor :
3328015505790004, tanggal 11 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat
bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup,
selanjutnya ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama
Kecamatan xoox Nomor: 1276/211/X1/2010, tanggal 29 Nopember 2010,
alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup,
yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Saksi-saksi:
1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama lIslam, pekerjaan tani, bertempat tinggal
di xoxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
tetangga Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama
terakhir di rumah orangtua Tergugat namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun, namun sejak bulan April 2012 saksi melihat / dan

mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat
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karena pemberian nafkah dari  Tergugat tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;

- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 sebelum Tergugat pergi,
Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orangtuanya,;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 4
tahun 9 bulan dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat
sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak
berhasil;

2. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat
tinggal di »oox Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
tetangga Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama
terakhir di rumah orangtua Tergugat namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun, namun sejak bulan April 2012 saksi melihat / dan
mendengar sendiri Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat
karena pemberian nafkah dari  Tergugat tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;

- Bahwa sejak bulan Nopember 2012 sebelum Tergugat pergi,
Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orangtuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 4
tahun 9 bulan dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat
sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak

berhasil;
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Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi,
lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya
dan mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini
termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili
di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal
49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan
UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang secara absolut
maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan
Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak bulan April 2012
antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada perselisihan dan pertengkaran,
masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya,
kemudian sejak bulan Nopember 2012 sebelum Tergugat pergi, Penggugat di
pulangkan oleh Tergugat ke rumah orangtuanya, sampai sekarang dan sudah
berjalan selama 4 tahun 9 bulan Tergugat tidak pernah kembali kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak
pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah
dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam
keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan
secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,

bahwa Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang
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gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan
saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata
cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-
bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
3328015505790004, tanggal 11 Januari 2013, maka terbukti Penggugat
tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, karena
itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa
Fotocopy Akta Nikah Nomor : 1276/211/Xl/2010, tanggal 29 Nopember 2010,,
bukti tersebut merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dimana
perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan xooxx Kabupaten Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat
terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah
bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa
yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka
kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama SAKSI | menerangkan
pada pokoknya sejak bulan April 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi Tergugat tidak bisa
mencukupi kebutuhan rumah tangganya, kemudian sejak bulan Nopember
2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah
berlangsung selama 4 tahun 9 bulan disebabkan karena sebelum Tergugat

pergi, Penggugat dipulangkan ke rumah orangtuanya;
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Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama SAKSI Il menerangkan
pada pokoknya sejak bulan April 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi Tergugat tidak bisa
mencukupi kebutuhan rumah tangganya, kemudian sejak bulan Nopember
2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah
berlangsung selama 4 tahun 9 bulan disebabkan karena sebelum Tergugat
pergi, Penggugat dipulangkan ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan
dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah
menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang
sah sejak tanggal 27 Nopember 2010;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
orangtua Tergugat, dan belum dikaruniai anak;

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
rukun, namun  sejak bulan April 2012 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan
rumah tangganya;

- bahwa sejak bulan Nopember 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 tahun 9 bulan
dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin
hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis
berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah
pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan
kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan
rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang
dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk
bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf ( b ) PP No. 9 Tahun 1975 Jo.

Pasal 116 huruf ( b) Kompilasi Hukum Islam ;
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Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Figih yang
selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam
Kitab Fighus Sunnah Juz Il halaman 248 berbunyi:

Laa £I3Y) Sy z ol il sl o) A g3l Ay lBl gal o) gea cid )2

Al gtk Laghyy 73l 8 Bl Jas 5 Lagllial (o B ) o) g3 daa (lday

ALk

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-
bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan
isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya,
sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim
menceraikan jsteri itu dengan talak satu bain’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup
beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera

Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah

berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat
dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
hadir di persidangan tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan
salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xoxx Kabupaten Tegal untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
391.000 ,- ( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 M.
bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 H., oleh Hj. RIZKIYAH, S.Ag sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.l. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.,. sebagai
Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh BUSTOMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. RIZKIYAH, S.Ag
Hakim Anggota | Hakim Anggota |l

Drs. H. ALWI, M.H.L. ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, S.H.
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Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara  Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 300.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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